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Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dalam Pasal 98 ayat (2) disebutkan bahwa penyelesaian masalah
sosial masyarakat hukum adat terlebih dahulu diselesaikan melalui peradilan adat, Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, dalam Pasal 13 huruf a disebutkan salah satu perkara yang dapat diselesaikan
melalui peradilan adat gampong yaitu perselisihan dalam rumah tangga. Hal ini sesuai dengan Pasal 13 ayat (3) disebutkan bahwa
aparat  penegak hukum  memberikan kesempatan agar sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat di gampong.
Namun di dalam praktek proses penanganan perkara kekerasan dalam rumah tangga melalui peradilan adat gampong mengalami
beberapa hambatan. 
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan  penanganan  kekerasan dalam rumah tangga melalui peradilan adat gampong,
menjelaskan hambatan yang terjadi dalam penanganan kekerasan dalam rumah tangga melalui peradilan adat gampong, serta
menjelaskan  kekuatan hukum dari putusan  peradilan adat gampong terhadap penanganan kekerasan dalam rumah tangga.
penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis dan empiris dengan melihat kenyataan yang ada  dalam praktik di lapangan,
Penelitian ini bersifat deskriptif dan analitis yang menggambarkan mengenai fakta-fakta dalam penanganan kekerasan dalam rumah
tangga melalui peradilan adat gampong.
Berdasarkan hasil penelitian proses penanganan  kekerasan dalam rumah tangga melalui Peradilan  Adat Gampong yaitu adanya
keberpihakan aparatur gampong kepada salah satu pihak berperkara. Hambatan yang dihadapi dalam penanganan kekerasan dalam
rumah tangga melalui peradilan adat gampong yaitu sulitnya menghadirkan salah satu pihak yang berperkara, salah satu pihak lagi
tidak ingin berdamai dan para pihak bertengkar saat proses penanganan. Kekuatan hukum dari putusan  Peradilan Adat Gampong
terhadap perkara kekerasan dalam rumah tangga yaitu bersifat final dan mengikat para pihak serta tidak dapat diajukan lagi
keperadilan umum. 
		Disarankan kepada Keuchik dan aparatur gampong agar bersikap arif, bijaksana  serta netral dengan tidak memihak kepada salah
satu pihak dalam proses penanganan perkara kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga para pihak yang berperkara merasa puas
dengan putusan dari lembaga adat.
